
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Daeral: (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan !LO Convention No.111 Concerning 
Discrimination in Respect Of Employment And 
Occupation (Konvensi ILO Men genai Diskriminasi 
dalam Pekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 No.nor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On 
The Eliminasi Of All Forms Diakrimination Agains 
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3277); 

ten tang 
dalam 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 

1. 

b. bahwa berdasarkan pertimban gan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan 
Gender Kabupaten Rembang Tahun 2019-2021; 

a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 
2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional, serta guna mendukung 
kelancaran pelaksanaan Strategi Pengarusutamaan 
Gender agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, 
perlu adanya rencana aksi seba gai acuhan dalam 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten 
Rem bang; 

BUPATI REMBANG, 

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER 
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021 

TENTANG 

NOMOR 6 TAHUN 2019 

PERATURAN BUPATI REMBANG 

BUPATI REMBANG 
PROVINST JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Pembentukan Pe:raturan Bupati dan 
Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2017 Nomor 28); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No:nor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun '.2014 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 57); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 
Pelaksanaan Pengarusu tamaan Gender Di Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
927); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembarar. Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 ten tang 
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaah Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbarar. Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 "ahun 2015 ten tang 
Perubahan Kedua atas Undang-lJndang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahar. Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

Memperhatikan 



Maksud ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Rembang 
sebagai pedoman pelaksanaan strategi Pengarusutamaan 
Gender pada Perangkat Daerah dan organisasi 
kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang 
berperspektif gender dalam upaya per cepatan pencapaian 
kesetaraan dan keadilan gender di segala sektor 
pembangunan. 

Pasal 2 

MAKSUD DAN TUJU.\N 

BAB II 

8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang 
selanjutnya disingkat RAD PUG adalah RAD PUG 
Kabupaten Rembang. 

7. Keadilan Gender adalah suatu preses untuk menjadi 
adil terhadap laki-laki dan perempuan. 

6. Kesetaraan gender adalah kesar iaan kondisi bagi 
anak laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 
kesempatan dan hak-haknya seb agai manusia agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam proses 
pembangunan. 

5. Pengarusutamaan gender adalah sebuah strategi 
yang di bagun untuk mengintegrasi gender menjadi 
satu dimensi integral dari perenc anaan, menyusun, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 
kebijakan program gender. 

4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran 
dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang 
terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 
sosial dan budaya masyarakat. 

3. Bupati dalah Bupati Rembang. 

2. Pemeritah Daerah adalah Bupati dan Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah. 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah Kabupaten Rembang. 

Pasal 1 

KETENTU AN U MUN 

BAB l 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMA.N PELAKSANAAN 
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUfAMAAN GENDER 
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019-2021. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 



Peraturan Bupati ini mu1ai berlaku pada tangga1 diundangkan. 

Pasal5 

PENUTUP 

BAB IV 

(2) Tsi serta uraian RAD PUG sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian ticlak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(1) Sistematika RAD PUG. 
BAB I. PENDAHULUAN 

1 . l . Latar Belakang 
1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait 
1.3. Maksud dan Tujuan 
1. 4. Sa saran 
1.5. Ruang Lingkup 
1.6. Metodologi 

BAB II. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PENGARUSU1AMAAN GENDER 
2.1. Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang 
2.2. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
2.2.1. PUG Sebagai Konsep dan Strategi Pernbangunan 
2.2.2. Pelaksanaan PUG 
2.2.2.1 Komitmen 
2.2.2.2 Kebijakan 
2.2.2.3 Kelembagaan 
2.2.2.4 Forum Data 
2.2.2.5 Sumber Daya Manusia 
2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran 
2.2.2.7 Alat Analisis Gender 
2.2.2.8 Data Gender 
2.2.2.9 Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usah.a 

BAB III. ISU GENDER 
BAB IV. RENCANA AKSI DAERAH 
BAB V. MONITORING DAN EVALUASI 
BAB VI. PENUTUP 

Pasal 4 

SISTEMATIKA RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAI'v:AAN GENDER 

BAB III 

Tujuan ditetapkannya RAD PUG Kabupaten Rembang adalah untuk memberikan 
panduan terselenggaranya perencanaan, pelaksanaa n, penganggaran, 
pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan daerah untuk 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bagi Perangkat Daerah dan 
lembaga kemasyarakatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. 

Pasal 3 



BERlTA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NON OR 6 

SUBAKTl 

SEKRETARTS DAERAH 
KABUPATEN REMBANG, 

/l 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal ·t 9 Rliru.o..r( ~tS) 

~DZ 

BUPATI REMBANG, 

Ditetapkan di Rembang 
pada tanggal 19 ~n 2CJl9> 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kahupaten Rembang. 



Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM 

Hormat Kami, 
Ketua Kelompok Kerja Pengaru sutamaan Gender 

Kabupaten Rembang 

Rernbang ;, Agustus 2018 

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pih.ak dan seluruh 
pemangku kepentingan yang terlibat di dalam penyusun.an Rencana Aksi 
Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) ini. Kami menyadari bahwa RAD 
PUG ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran clan kritik sangat 
diharapkan dari para pembaca dan pelaku pernbangunan daerah untuk 
kesempumaannya. Kami berharap, RAD PUG ini bermanfaat dan berfungsi 
sebagaimana yang diharapkan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan 
gender di Kabupaten Rembang. 

Dokumen RAD PUG ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi 
berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunar:. daerah yang 
berkesetaraan dan berkeadilan gender serta arahan bagi berbagai pihak untuk 
bersinergi mengembangkan kerjasama lintas pelaku di dalam mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gender. 

Penyusunan RAD PUG ini dimulai dari memetakan situasi dan kondisi 
kesetaraan dan keadilan gender yang ada di Kabupaten Rembang sebagai 
dasar untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan berbagai pihak 
mulai unsur-unsur pemerintah daerah dan organisasinya, termasuk peran 
serta lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha dan media .nassa yang saling 
mendukung dan berkolaborasi di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. 

Syukur selalu kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah menuntun dan memberikan rahrnat-Nya sehingga penyustinan Rencana 
Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Rembang Tahun 
2018-2021 ini dapat diselesaikan secara tepat waktu. RAD PUG Kabupaten 
Rembang ini merupakan wujud komitmen dan kerjasarna. yang kuat para 
pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang di d.alam memenuhi, 
menghormati, melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia yang setara 
dan adil secara gender. 
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Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu 
gender yang disebabkan karena adanya 
pembedaan peran serta hubungan sosial antara 
perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu 
dilakukan, karena pernbedaan-pembedaan ini 
bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan 
diantara keduanya dalarn pengalaman, 
kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga 
berimplikasi pada pembedaan antara keduanya 
dalam memperoleh akses da.n manfaat dari 
hasil pembangunan, berpartisipasi dalam 
pembangunan serta pengu asaan terhadap 
sumber daya pembangunan. 
Anggaran yang merespcn kebutuhan, 
permasalahan, aspirasi dan pengalaman 
perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk 
mewujudkan kesetaraan gender. 
Convention on the Eliminatic n of all form of 
Discrimination Against Womer. adalah konvensi 
PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Perempuan. 
Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, 
dan status antara perempuan dan laki-laki yang 
bukan berdasarkan pada pe rbedaan biologis, 
tetapi berdasarkan relasi sos ial budaya yang 
dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang 
lebih luas. Jadi, gender rneruoakan konstruksi 
sosial budaya dan dapat berubah sesuai 
perkembangan zaman. 
Disebut juga alur kerja analisis gender, 
merupakan model/alat analisis gender yang 
dikembangkan oleh Bapper.as bekerjasama 
dengan Canadian International Development 
Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungar: Anak (KPP&PA) 
untuk membantu para perer.cana melakukan 
pengarusutamaan gender. 
Pernyataan Anggaran yang :~esponsif gender 
atau Lembar Anggaran Responsif Gender 
(Lembar ARG), yang merupakan dokumen 
pertangungjawaban spesifik gender yang 
disusun pemerintah yang menunjukkan 
kesediaan instansi untuk me.akukan kegiatan 
berdasarkan kesetaraan gender dan 
mengalokasikan anggaran .mruk kegiatan 
kegiatan tersebut. 

Gender Budget 
Statement (GBS) 

Gender Analysis 
Pathway (GAP) 

Gender 

CEDAW 

Anggaran Responsif 
Gender (ARG) 

Analisis Gender 
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SDM 
uu 

SD Gs 

RAD PUG 

IKK 
IDG 
IPG 
IPM 
KHA 
OPD 
PUG 

Indikator Kinerja 

International Conference on Population 
Development ada1ah Konferensi intemasional 
tentang Kependudukan dan Pe:nbangunan. 
Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu a1at 
ukur spesifik secara kuar.titatif dan/ atau 
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, 
basil, manfaat, dan/ atau dampak yang 
menggambarkan tingkat capa.an kinerja suatu 
program atau kegiatan. 
Indikator Kinerja Kunci 
Indeks Pemberdayaan Gender 
Indeks Pembangunan Gender 
Indeks Pembangunan Manusis. 
Konvensi Hak Anak 
Organisasi Perangkat Daerah 
Pengarusutamaan gender yang selanjutnya 
disebut PUG ada1ah strategi yang dibangun 
untuk mengintegrasikan gender menjadi satu 
dimensi integral dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pernantauan dan 
evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan. 
Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan 
Gender. 
Sustainable Development Goals adalah tujuan 
pembangunan berkelanjutan yang ditentukan 
oleh PBB (Perserikatan Bangs.a-bangsa]. 
Sumber Daya Manusia 
U ndang-undang 

ICPD 
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1.1. Latar Belakang 
Pada prinsipnya, semua orang atau seluruh umat manusia di dunia 

memiliki hak yang sama yang dibawa sejak lahir. "Setiap rr.anusia dilahirkan 

merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama", rr erupakan kalimat 

pembuka yang sangat populer dari Universal Declaration of Human Rights 

(Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang dideklara.sikan oleh hampir 

semua bangsa di dunia pada tahun 1948. Diakui secara universal, bahwa 

semua manusia yang lahir dan hidup di dunia ini memiliki hak yang sama 

yang dibawa sejak lahir yang di sebut hak asasi manusia (l-!AM). Hak ini milik 

semua orang tanpa memandang statusnya, memandang warna kulitnya, 

memandang kekayaannya, dan lain sebagainya dimana secara prinsip setiap 

orang di mata hukum sama, secara sosial juga sama, dan tidak boleh dibeda 

bedakan dari orang yang lainnya ( non discrimination). 

Gagasan di atas juga berlaku bagi siapa saja termasuk tidak untuk 

dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin kecuali terkait dengan persoalan 

persoalan kodrati (nature) yang memang sudah diatur berbeda dari sisi 

penciptaannya. Dalam hal ini, perbedaan biologis antara laki-laki dan 

perempuan yang berbeda organ-organ seks-nya serta hormon-hormonnya 

tidak menjadi perdebatan, yang menjadi persoalan adalah adanya perbedaan 

maskulin dan feminine yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya yang 

kemudian menciptakan atribut gender serta membentuk ac anya stereotip dari 

jenis kelamin tertentu. Konstruksi sosial dan budaya ini sudah sedemikian 

kuat melekat di masyarakat Indonesia yang pada umumnya terjadi sejak mulai 

masa pengasuhan orang tua dan juga pendidikan dari lingkungan masyarakat 

yang terjadi secara berulang-ulang dan turun temurun. 

Namun dernikian, pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan 

ruang yang cukup besar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender 

baik dari sisi regulasi maupun non regulasi berupa program dan kegiatan 

pembangunan. Berdasarkan regulasi yang ada, Pasal 27 ayat (1) dari Undang 

Undang Dasar tahun 1945 telah menegaskan bahwa "Segala warga negara 

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu d engan tidak ada 
kecualinya". 

Sangat tegas dan jelas, bahwa semua warga Negara Indonesia (baik 

laki-laki maupun perempuan) sama di mata hukum clan pemerintahan. 

, ...... - ,• -· .·. 
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Namun ketegasan dan jelasnya pasal di dalam UUD 194.5 temyata belum 

mampu memberikan jaminan kepada seluruh warga Negara Indonesia 

Walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menjamin persamaan kedudukan setiap warga negara baik laki-laki maupun 

perempuan namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan antara 

laki-laki dengan perempuan terutama di dalam memperoleh akses, 

berpartisipasi, kontrol dan terutama dalam proses perumusan kebijakan dan 

pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunannya. 

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 

1995, namun hingga saat ini masih dijumpai adanya kesenjangan laki-laki 

dan perempuan dalam memperoleh akses, berpartisipasi, control dan 

terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengarnbilan keputusan 

maupun dalam pelaksanaan pembangunan. 

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, dan sebagai tindak lanjut 

dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintah Daerah 

serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Rembang 

merespon kebijakan nasional tersebut dengan menyusun dokumen Rencana 

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) agar me.ajadi panduan dan 

arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang di dalam 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek 
pembangunan daerah. 

RAD PUG diharapkan secara komprehensif mamp u mengakomodasi 

berbagai peran dan kontribusi para pihak di dalam mewujudkan terjadinya 

kesetaraan clan keadilan gender di wilayah atau unit-1...nit kerja masing 

masing. RAD PUG sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah ini berisi 

tentang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini 

semua anggota tim Gugus Togas KLA, kemudian berisi pule. tentang siapa dan 

dengan cara bagaimana untuk menjalankan rencana-rencs nn aksi daerah ini 

dan untuk kemudian RAD PUG ini dapat digunakan juga ur.tuk menilai sejauh 

mana efektifitas kegiatan dengan mencermati output serta outcome dari 

aktivitas yang dilaksanakan sehingga strategi PUG beriar-beriar dapat 

diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender. 
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1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan :ian Perlindungan 

Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan 

Anak (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254); 

1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan 

Gender (RAD PUG) ini adalah untuk memberikan acuan/ arahan kepada 

setiap stakeholders dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan lebih fokus, efisien, efektif, 

sistematik, terukur dan berkelanjutan sehingga de pat mendorong 

mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 

yang responsif gender. 

g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019; 

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

15 Tahun 2008 ten tang Pedoman Umu:n Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 927); 

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrininasi Terhadap 

Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 

29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3277); 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165); 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419); 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis.tem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104); 

f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Nasional; 

1.2. Undang-Undang dan Peraturan Terkait 

a. Pasal 27 (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
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BABI. PENDAHULUAN 
1. 1 Latar Belakang 
1.2 Undang-Undang dan Peraturan Terkait 
1.3 Maksud dan Tujuan 
1.4 Sasaran 
1.5 Ruang Lingkup 
1.6 Metodologi 

BAB II. PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN 
REM BANG 

2.1 Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupate n Rembang 
2.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
2.2.1 PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan 
2.2.2 Pelaksanaan PUG 

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten 

Rembang adalah: 
1. Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah 

untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, 

partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari 

pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan 

kesetaraan gender . 

2. Sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan 

kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya. 

3. Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya 

karena adanya indikator yang terukur. 

4. Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku 

kepentingan daerah di Kabupaten Rembang dalam mengimplementasikan 

strategi PUG. 

1.4. Sasaran 
Sasaran dari Rencana Aksi Daerah PUG ini adalah s.ernua stakeholder 

pemerintah dan non pemerintah yang meliputi para perencana, pelaksana, 
pemantau dan pengawas pembangunan daerah di Kabupaten Rembang. 
1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup RAD PUG mi meliputi seluruh perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program 
pembangunan Kabupaten Rembang, yang disusun dengan sistematika sebagai 
berikut: 
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1.6. Metodologi 
Proses menyusunan Rencana Aksi Daerah Pengaru sutarnaan Gender 

ini dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut: 

1. Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, 

berupa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG). 

2. Pokja PUG kemudian membuat kuisioner untuk mendapatkan informasi 

dari OPD terkait, berupa data primer maupun sekunder. 

3. Tim mengumpulkan data terpilah dan kemudian melaki.ikan tabulasi atas 

data pilah yang diperoleh. 

4. Data pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gender. 

5. Mengkaji isu-isu strategis di Kabupaten Rembang. 

6. Membuat rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di 

Kabupaten Rembang. 

7. FGD bersama para pemangku kepentingan terkait rancangan Rencana Aksi 

Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang telah tersusun. 

8. Finalisasi RAD PUG Kabupaten Rembang Tahun 2018-20~:l. 

BAB III. ISU GENDER DI PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

BAB IV. RENCANA AK.SI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER 
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

BAB V. MONITORING DAN EVALUASI 

BAB VI. PENUTUP 

LAMPI RAN 
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Pengarusutarnaan gender atau disingkat PUG sebagaimana 

diperintahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang 

dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia 

(rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang 

memperhatikan pengalaman, asprrasi, kebutuhan da n permasalahan 

perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan 

dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan 

serta pembangunan. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah 

terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang 

berperspektif gender. PUG Sebagaimana lnpres tersebut menerintahkan agar 

desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di 

seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya mainstreaming gender 

sesuai pedoman pengarusutamaan gender sehingga keadilan gender terwujud. 

PUG dilaksanakan dengan mempertirnbangkan kesernp.atan dan akses 

perempuan dan laki-laki terhadap program pembangunsn, serta dengan 

adanya kendali dan manfaat yang sesuai untuk kebutuhan perempuan dan 

laki-laki. 
RPJMN 2015-2019 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan 

dalam percepatan implementasi PUG. Pertama, peningkatan pemahaman dan 

komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnys pengintegrasian 

perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, 

di tingkat nasional maupun di daerah. Kedua Penerapan Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang 

pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. Ketiga peningkatan 

pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan 

gender. 

Capaian PUG yang ditunjukan dari tingkat pemahaman dan komitmen 

para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif 

gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pemhangunan, masih 

2.1 Kebijakan Pembangunan Pemerlntah Kabupaten Rernbang 

j - 

-------··--~~·----------· - ----------···~--------= 
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Capaian Indeks Pernberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Rembang dalam 

kurun 5 (lima) tahun menunjukkan trend meningkat, dari tahun 2013 sebesar 

69,27% rnenjadi 72,45 % di tahun 2017 sedangkan sama halnya dengan IPG, 

IDG Kabupaten Rem bang pada tahun 2016 tidak dilakukan perhitungan. 

Gambar 2.1 
Grafi.k Perbandingan Perkembangan IPG Kabupaten Rernbang, 

Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2017 
Sumber : IPG Jawa Tengah, BPS Propinsi Jawa Tengah, 2017 

.. - . . ... - ... ·- ···-. 
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Nasional 90.19 90.34 91.03 90.82 9(1.96 
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rendah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukan dengan belum terintegrasinya 

perspektif gender dalam perencanaan penganggaran. Implementasi PUG ini 

baru terwujud pada beberapa perangkat daerah kunci yang telah dianggap 

responsif terhadap situasi dan kondisi kesenjangan gender. Jika 

diperbandingkan dengan kondisi Provinsi Jawa Tengah, kondisi di Kabupaten 

Rembang hampir serupa yaitu baru beberapa perangkat c.aerah kunci yang 

menjalankan PPRG melalui dua program dua kegiatan ?ang perlu segera 

ditingkatkan. 
Dalam persepektif gender, basil pembangunan di Kabupaten Rembang 

masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh se . .uruh masyarakat. 

Hal tersebut bisa dilihat dari masih terjadinya ketimpangan dan 

ketidaksetaraan gender. Capaian IPG masih jauh berada di hawah capaian IPG 

provinsi Jawa Tengah. Secara umum dalam lima tahun terakhir, IPG Provinsi 

Jawa Tengah selalu di atas 90,00. Pada tahun 2017, IPG Jawa Tengah sebesar 

91,94. IPG Kabupaten Rembang Tahun 2013 mencapai 85,?2, kemudian naik 

menjadi 86,04 pada tahun 2015 sempat turun menjadi 85,87 sedangkan pada 

tahun 2016 tidak dilakukan penghitungan, clan tahun 2017 naik menjadi 

86, 18. Grafik Perbandingan Perkembangan IPG Kabupater Rembang, Jawa 

Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 2.39 berikut: 
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ekonomi kemampuan mewujudkan 

Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, kelembagaan yang 

dipersyaratkan ada adalah Pokja PUG, Focal Point PUG dan Forum-forum 

bersepektif gender dalam masyarakat, perguruan tinggi d~111 swasta. Kondisi 

yang ada di Kabupaten Rembang terdapat 62 kelernbagaan PUG, namun 
hanya 4 lembaga yang aktif. 

Kondisi masa depan Rembang yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun 

mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Rembang selama kurun waktu 2016- 

2021 adalah "TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG 

SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMlAN DAN SUMBER 
DAYA MANUSIA,YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN". 

Yang dimaksud Masyarakat sejahtera pada visi tersebut adalah 

masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kernampuan ekonomi yang 

memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat can terdidik dapat 

dicapai melalui peningkatan kualitas SOM yang mempero. eh akses, kualitas 

dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. ::ielanjutnya untuk 

Gambar 2.2 
Grafik Perbandingan Perkembangan IDG Kabupaten Rembang, 

Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 - 2017 
Sumber : IDG Jawa Tengah, BPS Propinsi Jawa Ten gab, 201 7 
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Secara umum capaian IDG Kabupaten Rem bang tahun 20 .. 7 masih dibawah 

capaian IDG Provinsi Jawa Tengah (75,1%) dan Nasional (71 ,74). Gambar 2.2 

menunjukkan perbandingan indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten 

Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. 
80 
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Strategi yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang 

Tahun 2016-2021 untuk mencapai tujuan pembangunan meningkatkan 

keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan 

anak adalah Peningkatan kualitas hidup melalui pernenuhan hak-hak anak, 

penguatan kelembagaan PUG dan PUHA, dengan arah ketijakan mendorong 

kemampuan kepentingan, perencana, pelaksana terhadap consep kesetaraan 

Salah satu tujuan pembangunan kabupaten untuk melaksanakan misi 

ke VI, yaitu menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan 

mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan up aya pengendalian 

penduduk dan tertib administrasi kependudukan adal ah Meningkatkan 

keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender ~.erta perlindungan 

anak. 

6. Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonorni rumah tangga 

berbasis pertanian dan perikanan. 

5. Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan 

budaya lokal serta meningkatkan upaya pcngendalis.n penduduk dan 

tertib administrasi kependudukan. 

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang 

terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, terrr.asuk pendidikan 

keagamaan. 

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas 

serta berdimensi kewilayahan. 

2. Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi 

kreatif. 

memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan 

ekonomi kreatif. lndikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan visi 

peningkatan sumberdaya manusia antara lain Indeks Pembangunan Gender 

(IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang ditargetkan pada akhir 

2021 angka IPG menjadi 87,50 sedangkan angka IDG menjadi 69,50. Untuk 

mencapai visi tersebut akan ditempuh melalui 7 misi, sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif 

dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah. Membangun 

kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis 

sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat, serta 

terjaminnya kelestarian lingkungan hidup. 
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Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status 

antara perempuan dan laki-Iaki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya 

dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan 

pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan 

disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial buclaya, gender dapat 

berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar 

kelompok masyarakat, antara lain antaretnik, kelornpok umur, tingkat 

pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan 

berbeda degan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, 

kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan 

berbeda dengan menjadi nelayan laki-Iaki, demikian juga menjadi menjadi 

pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-Iaki. 

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. 

Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung 

jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, bukan 

karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan 

tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. 

Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang 
pembangunan. 

Upaya mengatasi kesenjangan gender di Indonesia telah dilakukan 

melalui berbagai pendekatan. Melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, Pemerintah 

menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan 

gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan 

perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh 

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk 

mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, ys.itu pembangunan 

yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indor.esia baik laki-laki 

maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi 

kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan 

mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan 

2.2 Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
2.2.1 PUG sebagai Konsep dan Strategi Pembangunan 

gender dengan fokus penguatan partisipasi masyaraks.t dalam bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. 
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Ada alat analisis, untuk perencanaan 

penganggaran, serta monitoring dan 
evaluasi. 

6 Alat Analisis 

5 Data Terpilah Adanya sistem informasi clan data terpilah 

menurut jenis kelamin. 

Adanya sumber daya yang memadai, 
yaitu: 

- Sum ber daya manusia yang memiliki 

kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan 
analisis gender. 

- Sumber dana yang rnemadai untuk 
pelaksanaan PUG dan ARG. 

- Sumber Dana 

- Sumber Daya 
Manusia 

4 Sumber Daya 

pemerintah yang mendukung 

pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, 

focal point, forum, dan tim. 

mekanisme dan Struktur Adan ya 3 Kelembagaan 

Adanya kerangka kebijakan sebagai 

wujud komitmen pemerintah yang 

ditujukan bagi perwujudan kesetaraan 

gender di berbagai bidang pembangunan. 

(kebijakan, strategi, program, panduan, 

juklak/ juknis, dll. Misalnya] 

kepemimpinan lembaga, misalnya 

komitmen yang tertuang c.alam renstra. 

dan politik komitmen Adan ya 

2 Kebijakan 

1 Komitmen 

Keteranp:11 PrasyaratPUG .No 

Tabet 2.1. Prasyarat Pengarusutamaan Gender 

proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan 

program pembangunan (RPJMN 2015-2019). 

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh 

prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, surnber daya, data, alat 

analisis, dan partisipasi masyarakat. Secara lengkap, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 
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Ketujuh prasyarat ini saling berhubungan dan tide k berdiri sendiri. 

Kornitmen untuk rnelaksanakan PUG rnenjadi prasyarat utama dari PUG. 

Kornitrnen tersebut kernudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar 

mudah dilaksanakan. Untuk rnelaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan 

kelernbagaan yang akan rnenggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian 

yang ada dalam organisasi. 

Pelaksanaan PUG mernbutuhkan sumber daya manusra yang 

berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, k etrampilan dalarn 

rnelakukan analisis, rnaupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus 

didukung dengan sumber dana yang rnernadai, baik untuk pelernbagaan PUG 

rnaupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat rnerespon 

kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan 

data terpilah dan data spesifik gender yang rnernadai. Pelaksanaan PUG perlu 

dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses 

tersebut dilakukan dengan melibatkan rnasyarakat sebagai pemanfaat 

kebijakan pernerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran. 

Untuk mernpercepat pelaksanaan PUG, pernerintah telah mengeluarkan 

Surat Edaran Bersama (SEB) rnengenai Strategi Nasional dan petunjuk 

pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri 

Keuangan, Menteri Dalarn Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perernpuan dan 

Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional 

Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran 

yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013). Stranas tersebut mewajibkan 

kepada seluruh kementerian/lembaga dan pernerintah daerah untuk 

rnengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan den penganggaran. 

Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam 

gender budget statement (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan 

publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan 

merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. 

No Prasyarat PUG Keteraap:11 

7 Partisipasi Masyarakat Adan ya dorongan rnasy arakat rnadani 

kepada pernerintah dalam pelaksanaan 

PUG. 
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a. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rencana Pernbangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Ka bu paten Rem bang Tahun 2016- 2021; 

b. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Rembang; 

c. SK Bupati Nomor 441.4/094 Tahun 2018 tentang Lo.casi Desa P2MBG 
Tahun 2018-2019 Kabupaten Rembang; 

d. SK Bupati Nomor 050/782/2017 tentang Kelompok Kerja 
Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang; 

e. Surat Edaran Bupati Nomor 411.4/12, Tahun 2016 tentang Lokasi 

Kecamatan Sayang Ibu dan Bayi di Kabupaten Rembang Tahun 2016; 

2.2.2.2 Kebijakan 

Dalam rangka penerapan PUG Pemerintah Kabupaten Rembang telah 

menerbitkan beberapa kebijakan dan kebijakan te knis operasional 
diantaranya adalah: 

2.2.2.1 Komitmen 

Komitmen Bupati Rembang sebagai pimpinan pernerintah kabupaten 

Rembang dalam melaksanakan PUG telah tertuang secara eksplisit dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 pada 

bagian Strategi dan arah pernbangunan. Peningkatan kuaJitas hidup melalui 

pemenuhan hak-hak anak, penguatan kelernbagaan PUG c.an PUHA menjadi 

strategi untuk mencapai tujuan pernbangunan untuk meningkatkan 

keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan 

anak dengan arah kebijakan mendorong kemampuan kepentingan, perencana, 

pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus pengatan 

partisipasi rnasyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan anak. Sela.in itu Bupati juga berkornitmen untuk rnemudahkan 

OPD dalam mengintegrasikan PUG kedalam RKPD dan dokumen perencanaan 

turunan lainnya, dengan menjabarkan komitrnen tersebit dalam bentuk 

bentuk yang lebih operasional dengan rnenyediakan pedornan pelaksanaan 

PUG dan panduan pelaksanaan PPRG di Kabupaten Rembar.g. 

2.2.2 Pelaksanaan PUG 

Pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan PUG sejak tahun 

2009 Sampai dengan tahun 2018, PPRG telah dilakukan terutama untuk 

memenuhi prasyarat PUG. Berikut adalah gambaran pelaksanaan PUG di 

Kabupaten Rembang dilihat dari kerangka prasyarat PUG: 
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2.2.2.3 Kelembagaan 
Kelembagaan PUG di Kabupaten Rembang dimotori oleh Kelompok Kerja 

(Pokja) PUG yang dibentuk berdasarkan Keputusan BupaI Nomor 478/329 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Rembang dan 

diperbaharui berdasarkan SK Bupati Nomor 050/782/2017 tentang Kelompok 

Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang. Keanggotaan Kelompok 

Kerja Pengarusutamaan Gender merupakan perwakilan dari seluruh OPD 

yang ada di Kabupaten Rembang yaitu: Bappeda, Dinsos PPKB, BKD, DLH, 

BPBD, Dintanpan, Inspektorat Wilayah, BPPKAD, Dinindagkop & UKM, 

Dindikpora, Dinas Kesehatan, Dinlutkan, Dinhub, Dinko:ninfo, Dinbudpar, 

DPU Taru, Dindukcapil, Kesbangpolinmas, Dinarpus, Satpol PP, Kantor 

Kementrian Agama, BPS, BPN, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD. Kepala 

Bappeda ditetapkan sebagai ketua kelompok kerja Pengarusrtamaan Gender. 

Pertemuan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dalam satu tahun 

dilaksanakan sebanyak 4 kali atau lebih. Kelompok Kerja Pengarusutamaan 

Gender juga menyelenggarakan forum pemberdayaan perernpuan secara 

umum, seperti peningkatan kualitas hidup perempuan bidang ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, sosial dan politik. 

f. Surat Edaran Bupati Nomor 411.4/0433 tahun 2016 tentang Perencanaan 

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Pernerintah Kabupaten 

Rem bang; 

g. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 050/0512/2017 tentang 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRGI pada Pemerintah 

Kabupaten Rembang; 

h. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 050/0734/2018 tentang 

Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. 

Kebijakan tersebut telah dikomunikasi ke jajaran eksekutif yaitu eselon 

1-4, dan pejabat fungsional/staff, jajaran legislative yaitu Komisi yang 

menangani perempuan dan anak, Badan Penganggaran dan (Ketua, Unsur 

Wakil Ketua, Semua Anggota) dan lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian, 

Kejaksaan dan Pengadilan, melalui Surat Edaran dan Melalui Forum dan 

tindak lanjut dari peraturan tersebut adalah Pembentukan Fokja PUG. 

Semua OPD telah melaksanakan kebijakan yang ciiterbitkan terkait 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk kebijakan teknis 

operasional, pelaksanaan kebijakan terkait PUG tersebut dievaluasi secara 

rutin melalui forum dalam rapat evaluasi program. 
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2.2.2.S Sumber Daya Manusia 
Di Kabupaten Rembang sudah lebih dari 50 orang SDVI yang mengikuti 

sosialisasi tentang PUG, Perencanaan Penganggaran Respon sif Gender (PPRG), 
dan lebih dari 30 orang SDM yang sudah mengikuti pelatihan (capacity 
building) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah, serta 
lebih dari 15 orang yang sudah mengikuti Training of Trainer (TOT)/ fasilitator 
PPRG. SDM yang dimaksud merupakan perwakilan dari OPD yang ada. 

Kegiatan sosialisasi/ pelatihan terkait PUG/ PPRG dil.aksanakan secara 
regular a tau berkesinambungan yang difasilitasi oleh I\ ara sumber dari 

Sekretariat kelompok kerja Pengarusutamaan Gender ada di 

DINSOSPPKB Kabupaten Rem bang. Upaya lain unt .ik mempercepat 

pelembagaan PUG di Kabupaten Rembang adalah Pembentukan Focal Point 

PUG di setiap OPD, Focal Point PUG Kecamatan dan Foca. Point PUG Desa. 

Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender sudah memiliki rencana kerja 

tahunan. Berikut beberapa kegiatan prioritas dari rencana kerja tahun 

berjalan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender : 

1. Penyusunan RPJMD responsive gender 

2. Penyusunan RKPD responsive gender 

3. Penyusunan Renstra SKPD responsive gender (masing-masing SKPD) 

4. Penyusunan Renja SKPD responsive gender (rnasing-masing SKPD) 

Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender menyusun laporan tahunan, 

disampaikan kepada Bupati, ada tindak lanjut dari lapora.a tersebut berupa 

surat edaran Bupati kepada OPD tentang PPRG. 

2.2.2.4 Forum Data 
Di Kabupaten Rembang telah terbentuk forum clata, berdasarkan 

Keputusan Bupati No. 467 / 1406 tahun 2018 Tentang Forum Koordinasi 
Penyelenggaraan data pilah gender dan anak Kabi..paten Rembang. 
Keanggotaan Forum Data terdiri dari Kepala Bappeda Selaku Pembina, 
Kepala Dinsos PPKB selaku penanggungjawab, Kabicl Permberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sejahtera Di.asos PPKB selaku 
Ketua dan Pengelola data atau Perencanaan Program Dinsos PPKB sebagai 
koordinator. Forum data beranggotakan seluruh pengelola data atau 
perencanaan program di 12 OPD {Dinkominfo, Dinkes, Dindikpora, Dinbudpar, 
Dindukcapil, BKD, BPS, Dinpemasdes, Dinlutkan, Dintanpan, DPMPTSP & 

Naker, Dinindagkop & UKM). Forum data mengadakan pertemuan rutin untuk 
menyempurnakan statistik. 



2.2.2. 7 Alat Analisis Gender 
Alat analisis gender yang digunakan di Kabupaten Rembang dalam 

penyusunan perencanaan adalah Gender Analysis Pathway dan PROBA 

(Problem-based Analysis 28 OPD yang ada di Kabupaten Rembang sudah 

melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan sudah 

melaksanakan Penyusunan PPRG dan masalah anak juga rr..enjadi isu dalam 

penyusunan PPRG sudah ada pedoman penyusunan PPRG yang ditetapkan 

(lihat pada aspek kebijkan), dan lebih dari 10 OPD (Bappec a, Dinsos PPKB, 
BKD, DLH, Dintanpan, BPBD, Dinindagkop & UKM, Dinbudpar, Dinlutkan, 
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2.2.2.6 Sumber Daya Anggaran 
Kabupaten Rembang 94% OPD sudah menyusun ARO sesuai peraturan 

yang berlaku. Penyusunan PPRG / ARG dilaksanakan setiap tahun. 

Penyusunan PPRG/ ARG sudah masuk sistem perencaiaan Pemerintah 

Kabupaten. Tersedia alokasi anggaran Rp.150.000.000,- un::uk pelembagaan 

PUG seperti sosialisasi dan Capacitu Building (Peningkatan Kapasitas] dll dan 

lebih dari 10 OPD (Bappeda, Dinsos PPKB, Dindikpora, ~SUD, Dintanpan, 

Dinindagkop & UKM, Dinas Kesehatan, DPMPTSP & Naker, Dindukcapil, DLH) 

yang sudah memiliki alokasi anggaran untuk kegiatan pelembagaan PUG 

seperti sosialisasi, KIE, pelatihan dll, dengan alokasi anggaran 

Rp.550.000.000-. Lebih dari 5 program/kegiatan (setiap OPD minimal 1 

kegiatan) program/kegiatan Anggaran Responsif Gene er (ARG) yang 

diwujudkan dengan Gender Budget Statement (GBS) dengan total alokasi 

anggaran dari kegiatan yang ada GBS-nya yang tercantum :ialam DIPA lebih 

dari Rp.100.000.000. Penyusunan PPRG dilakukan pemantauan dan sudah 

masuk sistem manajemen pemda pedoman yang digunakan : 

1. Berdasarkan panduan yang dikeluarkan KPPPA 

2. Berdasarkan panduan yang disusun Pemerintah Propinsi 

3. Berdasarkan panduan yang disusun Pemerintah Kabupaten 

4. Surat Edaran Bupati 

internal. Selain pelatihan PUG & PPRG, di Kabupaten Re mbang juga telah 

dilaksanakan pelatihan ten tang sistem data gender/ statisrik gender dengan 

jumlah tenaga yang dilatih sebanyak 10-20 orang. Sebanyak 4 orang, yang 

saat ini menjadi Gender Champion di Kabupaten Rembang Yaitu : Ny. Hj. 

Harisoh Hafidz, Ny. Hj. Vivit Bayu Adriyanto, Ir. Dwi Wahyuni Hariyati, MM, 

Sri Wahyuni, SH, MSi. 
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2.2.2.8 Data Gender 
Di Kabupaten Rembang sudah ada kebijakan tentang ketersediaan data 

gender yaitu Peraturan Bupati Rem bang Nomor 39 Tah.un 2011 ten tang 

Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang & Surat Edaran Bupati 

Rembang Nomor 050/0734/2018 tentang PPRG pada Pemerintah Kabupaten 

Rembang, dengan bentuk publikasinya berupa statistik gender. Data/statistik 

gender yang ada sudah mencakup semua aspek pernbangunan, data gender 

(data terpilah) diolah dan hasil olahan berupa profil gender. Jumlah dana 

yang ada dalam DIPA seluruh kabupaten untuk pengembangan data terpilah 

dan atau statistik gender sekitar Rp.25.000.000,- sampai dengan 

Rp.100.000.000,-. Pada tahun 2017 Data terpilah/data gender masuk dalam 

sistem data di Kabupaten Rembang yang disebut SIGA (Sistem Informasi 

Gender & Anak). 

2.2.2.9 Peran serta Masyarakat Dan Dunia Usaha 
Kegiatan yang melibatkan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha dalam 

proses pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yaitu: 

1. Identifikasi permasalahan/isu-isu gender 

2. Perencanaan dan Penganggaran Program dan Kegiatan 

3. Pelaksanaan program dan kegiatan 

Lembaga yang diikutsertakan adalah : 

1. Perguruan Tinggi/ Akademisi 

2. LSM 

3. Dunia U saha 

4. Lainnya, Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Agama, Organisasi Perempuan 

Dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan 

Perempuan, lembaga masyarakat yang ikut berperan s.erta secara aktif 

adalah: 

1. Organisasi perempuan atau peduli perempuan 

2. Perguruan Tinggi 

Penganggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan kegiatan dan 

penganggarannya. Ada forum koordinasi pelaksanaan PPRG ditingkat 

Kabupaten dan Pelaksanaan PPRG di Kabupaten Rembang pernah di pantau 

oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. 

BPPKAD, Kesbangpolinmas, Dinarpus, SATPOL PP, 

telah menggunakan Pedoman Ferencanaan dan 

Taru, Dindukcapil, 

Kecamatan) yang 

DPMPTSP & Naker, Dinhub, Dinkominfo, Dindikpora, Dinas Kesehatan, DPU 
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3. Dunia Usaha 

4. Lembaga Swadaya Masyarakat 

Keikutsertaan lembaga/ institusi masyarakat secs.ra aktif dalam 

pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di 

Kabupaten meliputi bidang: 

1. Sosial 

2. Politik 

3. Hukum 

4. Ekonomi 

Program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang ditindak lanjuti oleh 

Kabupaten dikaitkan dengan PUG adalah Program Penanggulangan 

Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan tentang Program 

dan kegiatan terkait perjanjian intemasional yang berhubungan dengan 

pengarusutamaan gender yang sudah ditindaklanjuti di Kabupaten yang 

terkait dengan perjanjian international sbb : 

1. ICPD (International Conference Population Development) 

2. Konferensi Wanita di Beijing 1995 

3. CEDAW (Convention on the Elimination of all form of Discrimination 

Against Women) 

4. SDGs (Sustainable Development Goals} 

5. KHA (Konvensi Hak Anak) 

Program dan kegiatan yang sudah dikembangkar. oleh Pemerintah 
Kabupaten- terkait perjanjian intemasional tersebut adalah 

1. ICPD (International Conference Population Development) 

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perernpuan dalam Berbagai 
Bidang Pembangunan 

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Jejaring serta 

peran serta masyarakat dalam Mendukung Kesetaraan Gender dan 

Pemberdayaan Perempuan Sert.a Perlindungan Anak: 

c. Program Pendidikan Untuk Semua (PUS) 

d. Program Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 

e. Program Desa Siaga Sehat 

f. Program Kesehatan Ibu dan Bayi 

g. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

h. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana 
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2. Konferensi Wanita di Beijing 1995; 
a. Program Peningkatan Pemenuhan Hak-hak Perlindungan Perempuan 

terhadap berbagai Tindak Kekerasan 
b. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat. Perdesaan 

c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

d. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

3. CEDA W (Convention on the Elimination of all form of Discrimination 

Against Women) 
a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 

c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 

4. SDGs (Sustainable Development Goals) 
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya 

b. Program Penigkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan Anak 

c. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 

d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 

e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 

5. KHA (Konvensi Hak Anak) 

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini 

b. Program Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Khusus 

c. Program Pembinaan Anak Terlantar 

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehetan Anak Belita 

Dasar hukum atau rujukannya adalah 

1. SK Menteri 

2. Pedoman K/L 

3. Petunjuk Teknis K/L 

4. SK Bupati/Walikota 

5. Lain-lain : Perda Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahut 2010 

Kabupaten Rembang telah melaksanakan penelitian c.an pengembangan 

terkait Gender dan PUG yaitu Study PUG Kabupaten Rerr.bang Tahun 2005 

oleh UGM hasil penelitian tersebut digunakan untuk penger ibangan kebijakan 

Pemda yaitu untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan PUG di Kabupaten 

Rembang. Program/kegiatan inovatif yang dikembangkan di Kabupaten dalam 

rangka percepatan pengarusutamaan gender melah, i PPRG adalah 

Pembentukan Focal Point OPD Kecamatan se Kabupaten Rembang. 
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3. Kelembagaan PUG Pemerintah Kabupaten Rembang belum berfungsi 
secara optimal 
Kelembagaan PUG di kabupaten Rembang telah terbentuk sejak tahun 

2009 dan telah diperbaharui pada tahun 2017, namun implementasi tugas 

pokok dan fungsi belum berjalan secara efektif hal ini clisebabkan karena 

belum berfungsinya mekanisme kerja kelompok kerja. Kurs.ngnya komunikasi 

dan koordinasi antara anggota kelompok kerja, rninimnva sosialisasi dan 

bimbingan teknis bagi anggota dan masih adanya anggapan bahwa menjadi 

2. Kebijakan PUG dalam Pembangunan di Kabupate1J Rembang masih 
belum dilmplementasikan secara efektif 
Pemerintah Kabupaten Rembang sudah banyak menginisiasi kebijakan 

dalam bentuk peraturan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan 

PUG namun implementasi kebijakan tersebut dirasakan masih belum efektif 

hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dan 

belum berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan 

terse but. 

diimplementasikan secara efektif 
Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain. 

Sehingga dari tujuh prasyarat, Pemerintah Kabupater. Rembang telah 

memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat 

memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak 

dioperasionalkan. Adanya panduan pelaksanaan PUG yang seharusnya dapat 

membantu unit OPD untuk menerapkan PUG di masing-rnasing OPD juga 

belum dapat diimplementasikan secara efektif hal ini c isebabkan karena 

belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan PUG dan PF'RG, serta masih 

minimnya dukungan dari pimpinan OPD dan anggota dewar .. 

dapat belum Renstra dalam tertuang yang 1. Komitmen 

Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan PUG di Pernerintah Kabupaten 

Rembang, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat. isu gender yang 

perlu direspon saat irii. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka 

prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber 

daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Adapun isu 

tersebut adalah sebagai berikut: 

----·-·-·· ·-··-- --·---·--·-·· ··--- -·-- .. ·-·-··--·-·-· - - ·-- ---·- ···-- 

··-· -----------~-· -·--·-··------··-··~-····----··--i ·----·-- -··---------·-----·- -·- --------- r--··· 
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7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap 
pengurangan kesenjangan gender 
Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan 

kesenjangan gender. Hal ini disebabkan oleh karena minimnya data pembuka 

wawasan kesenjangan gender pada analisis gender yang di: aksanakan, masih 

6. Data terpilah gender belum relevan dengan kebutuha.n analisis gender 
Data pilah gender sudah tersedia di Kabupaten Rerr..bang sejak tahun 

2010, namun data terse but masih belum relevan dengan kebutuhan analisis 

gender dan updating data yang sudah ada belum bisa terlaksana secara 

reguler, hal ini disebabkan karena belum terbangunnya sistem data terpilah 

dengan mekanisme sampai kepada tingkat pemanfaat. Minimnya sosialisasi 

dan bimbingan teknis panduan dan pedoman data terpilah bagi OPD terkait, 

belum terkelolanya data pilah gender dalam sebuah sistem yang ter-update 
secara regular, minimnya sosialisasi data pilah gender kepada OPD pengguna 

data pilah, dan minimnya alokasi anggaran untuk data pilar. gender. 

5. Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator 

kinerja OPD 
Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja 

OPD. Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan 

tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja OPD, tidak sedikit yang 

menganggap bahwa anggaran responsif gender merupakan beban 

penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya, masih minimnya kapasitas staf 

pemerintah dalarn menyusun ARG, belum optimalnya mekanisme pemantauan 

dan evaluasi ARG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Pemerintah 

Kabupaten Rembang, minimnya anggaran responsif gender yang tersedia dan 

kalaupun ada anggaran yang dimaksud dengan anggaran responsif gender 

masih belum tertuang dalam dokumen proyek. 

focal point gender menambah beban pekerjaan yang sudah ada dan minimnya 

anggaran yang dialokasikan untuk kelembagaan PUG. 

4. Masih terbatasnya SDM yang sensitif dan responsif gender 
Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SOM di Kabupaten 

Rembang belum didukung dengan sistem training yang mernadai, minimnya 

dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan kapasitas staf pemerintah, · 

minimnya media komunikasi dan informasi tentang kesetaraan gender, PUG 

dan PPRG dan belum berjalannya tupoksi kelompok kerja sender di masing- 

masing OPD. 
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8. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG 
masih belum optimal 
Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih 

belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karena minirnnya pengetahuan 

masyarakat dan dunia usaha tentang PUG, minimnya media kornunikasi, 

edukasi dan informasi tentang PUG untuk masyarakat dan dunia usaha, 

minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PUG kepada masyarakat 

dan dunia usaha, dan belum terkomunikasikannya dengan lugas 

program/kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di masyarakat. 

kurang tajamnya proses analisis gender yang dilakuka a sehingga akar 

penyebab terjadinya kesenjangan gender yang sesungguhnya belum 

teridentifikasi. Rencana aksi dan anggaran yang dialokasi belum menjawah 

akar penyebab kesenjangan gender yang sesungguhnya, analisis gender dan 

penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan 

penganggaran. Belum berjalannya mekanisme pemantauan clan evaluasi 

pelaksanaan analisis gender dan GBS sehingga keberadaan dokumen hasil 

analisis gender dan GBS asal ada. 



24 

5. Pelaksanaan training diawali dengan dilaksanakannya training untuk 

fasilitator PUG, PPRG dan ARG yang diikuti perwakilan POKJA PUG dan 

Focal point yang memenuhi prasyarat menjadi fasiitator pelatihan. 

Selanjutnya alumni pelatihan fasilitator akan melakukan pelatihan 

sampai pada level desa/kelurahan tentu dengan mernperhatikan strategi 

yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kapasitas SOM ini 

juga dilakukan melalui desk konsultasi maupun koordinasi rutin yang 

dilaksanakan di masing-masing POKJA PUG di semua level. 

6. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi 

Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu : 

a. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat mendukung 

penurunan kemiskinan, mendorong peningkatan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG). 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta capaian target RPJMD 

Kabupaten Rembang tahun 2016- 2021. 

b. Program/kegiatan utama masing-rnasing OPD sesuai urusan yang 

menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahu.a 2010, Indikator 

Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan Indikator Kinerja Utama OPD 

yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada 

Indeks Pembangunan Gender (IPG). 

c. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkata.n kapasitas sumber 

daya manusia atau kelembagaan. 

d. Program/kegiatan ada huruf a dan b merupakan Program/kegiatan 

yang berkelanjutan dan masing-masing OPD minimal 1 program dan 2 

kegiatan strategis. 

7. Membangun data pilah gender akan dilaksanakan di semua level dari 

tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan. Diawali dengan 

kegiatan lokakarya untuk membuat sistem dan mekanisme data pilah 

gender, sistem dan mekanisme data pilah di sosialisas:.kan kepada pihak 

terkait, dan bagi pihak penyedia data akan diberikan bimbingan teknis 

untuk mampu menyediakan data dan mengolah data pilah tersebut yang 

didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bagi pihak 

pengguna data pilah gender juga akan diberikan sosialisaai tentang 

ketersediaan data pilah gender ini. Data pilah dikoleksi mulai data 

pemanfaat kegiatan/ output kegiatan. 
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1. Melaksanakan advokasi PUG kepada anggota dewar. dan kepala OPD 

melalui kegiatan Diseminasi Gender dan KKG (Ketidakadilan dan 

Kesetaraan Gender) agar lebih banyak mendapatkan dukungan 

penganggaran untuk kegiatan PUG. Untu.c memudahkan 

mengintegrasikan gender dalam dokumen perencanaan tahunan juga 

perlu dibuatkan Panduan teknis, panduan teknis ini dilengkapi dengan 

mekanisme pelaporan. Selanjutnya panduan teknis ini akan ditetapkan 

sebagai kebijakan dan akan digunakan sebagai materi dalam peningkatan 

kapasitas anggota POKJA PUG di semua level. 

2. Promosi Kebijakan terkait PUG yang sudah ada sejak tahun 2009 akan 

terus dilakukan agar semua pihak di semua level (dari tingkat kabupaten 

sampai tingkat desa/kelurahan) familier terhadap kebijakan yang sudah 

ada dan kebijakan tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG yang baru 

dibuat setelah di tetapkan juga akan disosialisasikan kepada para pihak. 

3. Membangun Efektifitas Kelembagaan PUG yang ada melalui kegiatan 

reorientasi tupoksi POKJA PUG di semua level, disusun mekanisme 

komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang ada. 

Pembentukan lembaga PUG pada level yang belum terbentuk, menyusun 

rencana kerja tahunan di masing-masing POKJA dan melakukan 

monitoring secara berkala. Hal yang sama juga akan dilaksanakan Pada 

Tim teknis responsif gender. 

4. Peningkatan kapasitas SDM tentang PUG, PPRG dan A.RG, akan diawali 

dengan membangun sistem training, dengan menyt.sun modul-modul 

pelatihan. Menyusun media KIE sebagai media mcndukung promosi 

PUG. 

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun 

rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir. Rencana aksi ini disusun 

untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabn:ra. Rencana aksi 

dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan 

dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi 

apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga 

telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi. 

Berikut adalah rencana aksi yang menjadi masukan teknis pelaksanaan PUG di 

Kabupaten Rembang : 

f 
j 
·---~--···--·-·----· --~----··•·•-•••••-··-------•• ··-••••••·------,h •-• '••··-~---·----•-•-••- •••••• 0•0··•·+··+·4·~---·•••-·•••-·--•••••••• ,, + - ••····------~---·•••~•••M•• r·•·•-·•··-· ·•+A--------·---•-•••••-••••••••• ··+' 

---------------------------- -·------ --------·· ·, 
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8. Membangun kapasitas SDM tentang analisis gender mt akan 

dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis, koordinasi dan desk 

konsultasi tentang teknis penyusunan GAP & GBS, dan pelaksanaan 

kegiatan ini akan dimonitor untuk mengetahui kemaju.an kapasitas SDM 

terkait dalam menyusun GAP & GBS. 

9. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha rentang PUG akan 

dilakukan dengan pengadaan dan distribusi media KJE dan sosialisasi, 

sedangkan peningkatan kapasitas lem baga sosial ke masyarakaan dan 

dunia usaha akan dilakukan dengan pelatihan yang diawali dengan 

penyusunan modul training, training untuk Iasilitator. Untuk 

meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha juga akan 

difasilitasi penyusun rencana kerja tahunan lembaga dan setiap OPD juga 

akan mensupport program/kegiatan responsif gender sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 

Alur Logis dan detail Rencana Aksi Daerah ini dapat dilihat pada lampiran 
1 sampai 2. 
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POKJAPUG J 
DESA/KEL 

POKJA PUG 
OPD PO~JA PUG J 

KEC 

.. 7·_ • · .... -.:·:: • -- -,·• ·. . .. 
. l•. 

POKJA PUG 
KAB 

\ . . --~··-~·---- 
, .... 

BUPATI 

Adapun Mekanisme Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan sebagai 
berikut: 

Untuk memantau implementasi dari rencana aksi c.aerah percepatan 

PUG di Kabupaten Rembang akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan 

untuk mengetahui efektivitas dari rencana aksi daerah dalam percepatan 

pelaksanaan PUG akan dilaksanakan kegiatan evaluasi. Monitoring ditujukan 

untuk mengamati/mengetahui perkembangan dan kernaji.an kegiatan yang 

direncanakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihaclapi dan mencari 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Evaluasi ditujukan untuk melihat efektivitas rencar a aksi daerah mi 

terhadap upaya percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Rembang. 

Fungsi monitoring dan evaluasi melekat pada tugas dan fungsi 

kelompok Kerja Gender yang ada ditingkat Kabupaten, di masing-masing OPD, 

di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. 

Monitoring dilaksanakan setiap kwartal dan tahunan, sedangkan 

evaluasi akan dilaksanakan pada tahun 3 dan tahun ke-4. Hasil monitoring 

dan evaluasi ini menjadi bahan dalam membuat laporan pelaksanaan PUG di 

masing-rnasing unit kerja di semua level di tingkat Kabupaten sampai tingkat 
desa. 

---------------- r-- .: --- .. 
! 

r -·-- ··- " -· -···---·---·---~-·-· ·- ·------------·-·-·- --- -- -· ---·-· -- . ·- - ------- 
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Diharapkan dengan adanya RAD ini, pelaksanaan PUG di Kabupaten 

Rembang dapat berkontribusi lebih besar dalam rnengurangi kesenjangan 

gender di Indonesia, utamanya di Kabupaten Rembang. 

Demikian Rencana Aksi Daerah percepatan pelaksanai PUG ini disusun 

untuk menjadi pedoman bagi unit organisasi di Pernerintah Kabupaten 

Rembang maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. RAD 

ini bersifat dinamis dan generik. Bersifat dinamis berarti dal.am perjalanannya, 

dapat direview dan dikembangkan sesuai dengan perkerribangan situasi 

pembangunan di Kabupaten Rembang. Sedangkan bersifat generik yang 

dimaksud adalah bahwa RAD ini tidak memuat hal-hal detail di masing 

masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh unit 

organisasi sesuai dengan subbidang masing-rnasing. 

r 
I 
1. • . ·---~--·····----·------· ·-···--- -----------------------· 

--- ---- ---------, ------------ 



~ ~ 
? 

:,::: 
0 s:: - ...., 

i s:: 
trl z 

~ 

00 p..p..:,::: 
Cb ll) e_ O 
(") "d 3 ~ ~ a .... 
ll) s - g, c, Cb ! Cb .... ::::, :,;-' ..... iO ..... 3 o ; .... ::::, '< ~'2.oo § 

Cb ..... 3 .., CIQ e Cb Ill 

= ::, r+ 
r+ Cb 
!l> er .., 00 r+ ... • Cb c ~c~ § B CIQ 

r+ to :,;-' s:: 
Cb Cb .g s· s S' e. .... ~a p.) s 
"O o~ 

I '"O !l) "O !l) 
iO c, tJ 
0 !l) 0. 

§ p.. 
"cl c s:: (l) "O :,;-' e- iO c 
.E. tJ~ c § :,;-' 

• • • > :,;-- c. a ::i:i 0. :s;- 0. ..... ~ tD '"O '"O :,:::-o 
Cl)(b .... (l)~ til c til Cb :,::: ..... 0 

Cb ::, (l) ~ 00 (") Cl) s 'ZO'Z 00 Cb Cl) < 
~ 

(") (JQ :s;- ...., c.... Cb i;:!. Cb 0 s ~ 0 ~a [ .... o p.) §.., c:~ > ,.... o.. a 
~ 

~ a, "i ~ ~ s· ~ r+ cii' "O Cb ll) !l) '"O :,::: e, ~ 

E 
_,.... 

I)) I)) I)) UJ § c, a g C§ "OCb 
~>~ § e: ~- ...... 

~ (1) e "i Cb ::::, 
'"O ~ -~ trl :::0 z O§o c: 

- Cl) § ~Cl) ~~ 0 ........ >: "O s: Cl) s:: n, Cb ::, :::, s Cb Cb ::, §::, UJ UJ 0. 0. E" E, § :,;- !l) § 0.....,:,::: Cb Cb .., "O 
~ § "cl 'Z~O 

..'.!. .., 
~ ~ "cl > o s:: p.. 5 § § 8. .g '"O § r-' ....... § 

0 I)) 0. >...., = p.. a p.. r+ '"O c s;: s:: p..:,::: 
§ e: § § _g es§ ~~ § 8 

• • • • • 
:,;- c, '"O Cl) '"O "O O'"OC > :,:::~"UC> r+ > 

~ 
Cb .... n, g. c: § '"00:::::1 p.. g3C:::SO. ~ p.. o p.. a c. 0 p.) 0 c, tJ:,::: 2 § ss::02§ :J" § I ::::, 3 (IQ s:: o, s;: :,;- '< p.) §" :,;-' '< !l) '< 
I)) (1Q § e. ~ § ... • p.) I)) • Sl,) p.. Pl 
r+ :,;- .§ §~a :,;-' '"O ~ "O "d ..... 3 g. '"O 3 c: Cb § - ~ ('b :,;-' > ::ti 00 p.. (I) c!:!; iO "d c O - e.. ~ Cl) .... 90 iO :,;- .... Cb :,;-' ~o~ !l) c, ~ 0 e s s s.s Oo 

= 
.§ ~ § Cb Cb (1Q s:: .... e. § fa.~ 

- .... 00 :,;-' 00 ,-... I ::::, s - Cb § Sl,) !l) a (1Q &. :,;-' cii" <: 8 Cl) ..... 
...... Cb a .§ § ('b ll) .... r--. !l) Cl) Cb a I Cb ....... - ~. § 

:,;-' 00 .... ::, 
Cb ..... s:: (b !l) (b - s· :,;-' - :,::: § ::, !l) .., "d ~§ ::, s:: ll) (IQ :,::: 

~~Cb ~ :::o! .., er 
§ §.[ Cb ~s:: o'"Oiu rn 

r+ - ll) ,.... "cl ,:, 0 0 E "d Cb !l) tt1 (IQ 
p..g :,;- 9 ~. 'Z ~ § ~ tJ :,:::0 ,:, 
§ § § c;;· ::::, c.... § - ('b c..... "O iO 

C1Q > ? &.>tJ c, 



• 

• 

• 

!21 
? 

= i 

ffi 
Q 

~ 
t:, 

= 

I 
• 

~ CJ" "O txl 
(l) (l) (l) <: 

~ .e. a.~ a 
Sil ~ rl) c s Cll rl) ~ Sil :,,::: ~ ~- I '"Cl ~ Sil 
0§§ 

rl) 
(l) ..... 

~ o 

I e; 2: Sil s:: 
0 

8 
p.~ ~ 
§ o a 

• 
'0 WC"EJ ;:i:,. - !21 (l) 

:,,::: (l) ~ 0.. t:, ~ '"Cl a. § ·a o s O'<! 

~ 
r:f) r:n ll) 

c 8 ~ 
~ (l) ~ 0 
§ .2. § 16 (1Q ::a ~~~s 

= 
..... '"Cl 

c..:. r:n C" 
C"2:§ ~ I !} 0 ~ § 

[ § 0.. § 
~ § 
-· 0.. r:f) e ~aW'"Og 
§sJ:!.§e; 
• ~ ll) 

• 

• 



'"O 
"'d :;o 
0 

• • • 

gs 
• 

> I'll 

i 

.... 
! 
Q a 
t:, 

t3 

.,, 
~ 

E 

• '"O 

"O "O U). ~ 
~ 

(b § 0 ..... (I') 
~ c, .... 
(I') i:: ~ 

E § § ~ § ~- 
......... 

::g s :;o 
0 

~ ...... 
...... (b t (b ::s s ...... .... § 
(/) CJCl 

"O ~- vJ (I) (1) r w -gi:: vJ 
~ ~ .... ~ 0 

(I') (I) "1 

§ -§ ; § Cb s CJCl ::s (b - ~ ::s ~ 
'"O § CJCl Pl ~ '"O CJCl (I) 0 :::0 ~ a 0"0 ~c§ § .... ~ 

I p. .... () 
i:: f!?. s 
§[~ O"' ~ 

e ~ <!::::: :,::: 
(I) ~ p.) s c, .... § (l) 
(I') (I') 

• 
• 

C.,.) 
Cl 



• • 

• 

• 

• 

cc .... 

• 

~ 
0 . 



- n> 
O' 
& 

• • • 

~~ o~ ...... 
(b ::, s 
Cl) .... 

• • • • • • • 

~ 
0 . 



• • • • • 

~ 
0 . 

• 

(;..) 
w 



• 

s 
0 
"1 p. s· 
Sl,1 
(/) ..... 

• 

...... 

• • 

• • 

CJl 0 



• 
(/) >> ~ -0 l ::0 c, ("D "'1 
~;;- C) § ::3 0 

-0 « o.~ 
..... 0. Ill ~ s ~ t -0 -- c (ll @ ::3 :::, 

.... (ll '!9 . ::s "'1 Ill 
0. ~ ..... 
.... -0 § £§ ....... 
0 
"'1 ..... "'1 ::, ("D c~ rJ) 

-0 ::s ~ 0 
("D ~ :::, 
c!l. b (/) 
~ "'1 ..... -. 

• • 

<.,J en 

f . 

• 



21 
0 . 

> rn 

i 

.... 
~ ; 
t:, ; 

~ 

a 
tit 

= 
• t:l ~ 0 

g?. 0:, 
;:r.. ~ '"C1 

(JJ .... 2 0:, tJ ~ 
r+ s t1 c:: t1 

~ (1) er trl '"C1 ...... s .... U) ~ U') 

E 
::::, 

(1Q > trl trl 
p. § - s: _z c:: 
§ r+ ~> ..... 

('b trl t"' ; 5 o trl 9 .... :::,.,.. < 
(II (JJ s: trl i ~ rt > t"' § g ;; .... r+ s § 2 
(II (1Q 

s::: (.,.) 
('b (.,.) .... ::::, co 21 
~ e 
r+ 

~ 
~Q s. § 

(1Q 0 
~ 

o.._ 

= § t; .... I 0\ 
0 9 - . 

(II s .,, rn ... 
; II E s ~ .... - 

~ "8. w (1Q (JJ 
(II .... 

~ .... r+ ~ ~ ~ .... c, (1) r+ Sl) c "Cl ~ s 
~ 0 

r+ p. a § ~ '"C1 
p. 0 '&. s (1) 
"1 Sl) (b s r+ ~ 
rt (II 

(1) ~t 
(1) ~ 2 ('b 

(JJ 
('b "Cl "1 s p. ~ a~ c, 

('b § a 
Pl 

rt "Cl ('b c, t=.: "Cl Sl) 

~ Sl) r+ 
r+ Pl 

~ 
JD = fll - GO 

OQ 
(D ::s c. 
(D ... 
.,, 

JD e 
s::: s· ...... 
§ 
'<! 
Pl 
p. a 
Pl 

"Cl 
C,..) (1) 

0'1 s 
cr' c 
:i;- 
Pl 

E;: 
trl 
E;: 

~ 
2 
0 c 
2 

~ 
~ 
U) - 
~ 
U) 

• 



!21 
0 . 



f . 

I 
.... 
~ 
Q 
~ 
t:, ; 

ff6~"0 0..:3 tll 
i=l"::S ~§ (1) ~ 
.... 0.. ~ :,.;-' r.:: 
~~r,i~§S 

toe! Pl o.. § a &;· O' 
Ill c 3 (b ~ 

@ § § g; (b ~- I C"o .... "O a 

ht 11 Pl .... Pl 
§ ~- § 

§ 

§ ~ e. § toe! ~· ...... 
(J) r+ 

~ 
.... 0 
(J) ::i. 
~ ::s I ::, ()'Q 

~ 
'1 - 

"O i (b - 
~ 
CJ) 

~ § 
Pl 
§ 

~'Cl > Pl (1) 0.. .... 
O' - § 21 r.:: ~ '< t:, ~ § Pl 

~ 
(b ::i Pl ..... 
iO § ~ 0 
(1) 0 ~ g. § § 

= § ~ 
()'Q (/J 'Cl I .... (b 

(/) '1 ::,;- 
(1Q (b 

(b s r/l ::s C" .... 
~ § E (J'Q 

&. § 

co 

~~~toe! 
r/l t ~ ~~r c:::: r/l 

:21 ~ s: ~ 
~ ;! 

C" "O 0.. '"O s s s s - - '1 i= ~ § s (/) 0.. 
0 § r.:: 

"O a (/) P'.lll .(b . § Ill '1 9 ...... a i: Ill 

~~3 
O Ill! 

9 n, eJ 
Pl a ~ ~- s Pl !:!' rt- 

s s s e s 0..'"00..::,;-'~ c s ~ Pl O'Q 0.. 
rJ> Pl ::s § .... § c::: § 0 .... (JJ Pl .... 0.. (b O 

Pl ::s e ~~ § 2. o a 2. ~ Cl! 2. . 0.. 
Pl ei s 0.. r.:: 3 Pl '<: s ~ 3 • O'Q C" ::i r.:: r.:: .... ::i ::i ..... ei :::i ~ .... '< ::s ::s ::s .... 

(b ~ '< 0.. (b .......... o' ::,;- '< 
§ ~ Pl ~Pl Pl i:: '1 ~ Pl a Pl Pl 

rt- '"Cl ..... c ::,;- 8 ....... § ...... "O c:::::i Cl! Pl o~ c, o()'Q §. 3 ;!2. ()'Q 0.. (b to ~ § § fg "'Cl§ ::s ~§ Ill Ill c::: ~ ::,;- ~- - ~ rt- (b 

~ § §' s 0 ...... rJ> a 0.. (11 rt- e. §" ~ e:_ .... 
r.:: "O ~ .... ~ r+ ::,;-' (11 

(J) 
::, Ill (/J ::, c .... § Ill 0.. (/J 
.... 0.. ..... ~ Ill t;J) .... s· § Ill Ill Cl) .... ...... ()'Q .... Ill 

• • • ~~c:::~~ 
o..~ ::,;- U) r.:: 3 0.. ~ "'Cl ~~@[i t1J t:rl U) > z > U) > U) § ::s ~ ~ ~~§ti:1§ ~ (/J Ill rt- 9 O~l:-<z 0.. (11 .... 

Pl '<: &. § CJ" ~>>~o 0..(brt-~ Pl'< ::,;- ~ i:: '1 e; . e;(b,....O,.. ~§()'Qi:: ::s SI) u, ~ Pl (b SI) ~ ~ 6~ ~~ .... § Pl 
Pl C" $. Pl g; a§ ~ ~ § r.:: SI) rt-§ § t1J z t-3 > 
~ (!9. 0.. 

O'Q (b z z 
(J'Q 0.. (b rJ> 

SI) § o..~ § o..5.~S O ti~ s §::, ~ §(be;(b t1J > t1J 
SI) 0.. (b 0.. '1 Pl 0.. iO t-3 z (/) 

~ :-;-- e+ ~ {ll .... § s;· t1J :> (b rJ> Z o O e; (b (b 

§' § ~ i 0.. i:: ~::s t1 ~ c::: > ~~g r.:: a c, ~ ::s ...... SI) r.:: 2. r.:: § - ;i:..zZ~ ~ § ()'Q .... r.:: § rJ> Pl ::,;- ti::! Z OS: Z SI) ::,;- ..... 

:,::: § co :,.;--r.::r.:::,s:> 0.. O'Q ..... :> 
(b co .g~g.~o.. C<b(bo.,. 
~ ~ \Cl ::i ::s ::s § Pl r.:: (b § .... 0.. g rt- 0 €' Ill :,.;-' ~ ~ SI) (b '<: e; -;:: 0 i: '1 O'Q Ill 
SI) 0\ 0 u, 9 Pl rJ> § 0 '1 Ill ~ i: ~ Cl) § ~ § 9 ::s (b ...... 

0.. 8 § e; Pl r+ t;J) (b 

§ t"' O'Q § '< 0.. (b ,:::: (b 8 
e; § &. ::,;- ~ 'E. - . 0.. @ - (b 

0.. ~ Ill s Pl Pl 
Pl -...;i :El .... ::,;- 

Pl § ~ ~ (b 0.. \Cl SI) 
Ill c (J) .... 0 (J) 

'< 0.. 3 
§0~ ~o..§tiJ ei § (b 

(J'Q _::g § ff§ § ~ ::,;- &. (b rt- C" ...... Pl (b SI) ::, (b 
~ 0.. ~ § rt- Ill 

0.. ::, § 
(b ..... 1-'•i:::!::Srt- 0.. 
'1 § ~ ::,;- ::i 0.. § 0.. ~ ~ § .... (b § § lij (1Q I Pl '1 (J'Q 

w co 



• 

1 . 

t, .,, s c 
-· 0 ~ ~ 

• • • 



I ..... 

I 

• • 

~ 
0 

> 

i 

~ . 



N 
0 
N ... 

• > . C1 C1 ..... < (/J 
(b 0 s 

~ !~ s· 
ll) UJ. 
r.t) - .... '"ti s:1 c:::: 

0 s 0 
(b - : ::s 

'0. 
' (b ) ...., 

• 
> ~ 
0. I '§ 

. '< 
ll) 

·~ ~ 
JO ; d3 .... ...... s I (b ::, 

t1 .... 
"ti i :::0 
t1 

til ti > '"'Cl c.. 2= '"'Cl 
tr] >to C1 ;m t1 > 

i Q 

~~ 
I t, gr! ~; ;~ 

w - 0 ... 
= 

IO 

§ t I ...... 

~ 
i:: 
1:1 

w ! 0 ...... w .... 

w 
U1 0 
0 ... 

IO ..., -~ 
~ ~ 

ic= . 
CJ1 i ~ 0 

~ i:: 
1:1 15 w 

CJ1 0 
0 t,) .... 

• • Ill '"ti 
:i, 0. 0. s '"'Cl o.~~"C'l'O :::0 ~ trl ~-o 
(b(b .... (b 

(b(b ('0§* zz ('O ~ § (') (/) (b ::s (/) o ~~ (/) ...... s~ [a ~s ll) 0.0 ., ~ (b .... r-t- 0. 
~ CJ) i: ..., c:::: Ill e; ~ ll) @ ... ~ g.~ § § ~> ...... - rll ll) p, § c s ::s i: § p, 

~~ § ~ 
~ (b § ..., § '"'Cl §.. ~ (b ~z ~§ § 'O 'O § §."'d ~ ~~ g. (b ::s 

a-. ll) 0. i: '"ti UJ. 0 0. 
::s 'O O 

'O :;o ...... a, -~ C'II 

0. C1Q ~ s o.~o~§ 
o_ i-:!- :,,: z ., 0.:,,: 

§ [ § § § ::s 0. ... § > s= § c: ..., ......... CIJ t""' trl 
• • z • • '"ti 

?;"" 0. 'O '"'Cl ~ 0. ...... '"'Cl c:::: s '"ti~> t1 ~ s '1:l i: > r-1 
('!) ('!) ('!) (b (bl-'•(b§ 0 <11 ll) 0 ::s 0. roll)lllo::io. ...., 
(') r.t) - 0. CJ ...... s ::s s ll) ~ 0 t?:;:t: ~ ... 0. 

~ s· Ea-§ ~ CJ a c z § 
~ -... 0 S ~.§ (/) i: k7t:l > ~'< ~ c ::s > ~'< 

ll) @1-1 § 
~ 

~ 'O C1Q ll) .§ § ~'"'Cl§ 'O ll) (b ll) § [ § § c 0 ('!) -r-t-0 :,:;' 
:::0 "ti '"t:1- e. iFt3~ s ;:i; 

gJ. ~ 0 
~ 

t:iC*o ~ 
0. 0 (I) ?;"" o.OS ~· c .§ § 0. ~ 

~ 
.... § ~ § .... s .... 'O 
~ &. § ;· -~rJ) s (b 0. s "ti ('!) 

~ 
.... "ti- (bao.~::S ...... (b 

(/) :::0 ~ ('!) (') ..... c r-t- ~ si=s::s~ .§ a-.§ s 0 § t1 ~ s :::o~ > - ll) tr] 
p, p, C1Q ~ ::s ..... ll) - (/) gJ, 0 § o.~ CJ) 

ll) (/) ll) &: ('!) gJ. z e; ...... (b .... ~ 
(1Q .... ~ ::s c, § ? ~~ § t3 § p, s ~-~ § s= -CY? > .... (b 

til 
~ 

Ill til 
> > > 
"'d -e "ti "'d 

~ 
'"'Cl "ti '"ti 
tr] trl t:rJ c C1 C1 o > > > > 

U1 U1 

- ...... .f:>. I.C) .f:>. I.C) 

~ I.C) ~ I.C) 

0\ -..J 0\ -..J 

U1 U1 
0 0 



• o.. er 'O trl § (b ('D < 
"'1 .... a 

:;a~~,:: 

RI Cb rn Cll Sl,) 

2. e; § ~- 
Sl,) :;,;--' Sl,) Cll 
~§§~ ~; "'d e; 
O tO Sl,) =- ~ a 

~~~ 
OOo 

• .... 
,t0tr3 > ~ 
>1a~§° I Sl,) Sl,) 0 '< 

(/) r,; Sl,) ~ e; 
'"O :,;;-- 'O O'Q ~ 
0 § ~ s E a ~ c:r (l);;o§e; I 2.~ § 
Sl,) ~Sl,) 
&. 0 § 
O" Cll 
§.o.."tl~ E § § 8@ 

tlJ 
~ >- "ti c... :is 

~ ~to 0 >- t8~ 
i 
Q 

~~ 
I t:, 
~ Fil Q .... 

t:l ~ ;~ 
N 

..... 0 .... i \0 

! i I 
~ s:: 

~ D 

t:l e 
N .... 

...... N 
(Jl 0 
0 .... 

~ _:: 
I 1 18 ~~ g a~ 
~ 

.!.~ 
N .... 

• o--3 "'d • "ti • > "ti 
tJ:J trl t11 t) tO 

'O 'O to ~z 'O "ti O" ;,;: 2 O~rt00 00 :;,;-oo >0 
(b § 0 z ....... (b § ,::::: 0 t11 (D(l)<!(l),C::Cllo ~ ..... !'/l ...... z - 'O ::i ~ 

CllnCilSo.c:roo 
~ p. [ io 0 ~Q..Sl,) rn .e.. s ..... ,c:: §. <!=: [ 0 

"ti~ ~ 
to rn ,::::: ..... "' ,::: ;:!'. s:: ~ Sl,) ~ en· ....... 

§ § ~ t11 o--3 § § sf z (b Sl,) 0 § Sl,) ;,;: § s. ~> Sl,) Cl) ..... §_ "ti Sl,) Cl) § ..... 
~ 

,::: ~ p. .... tJ:J ~z ~w Sl,) OiD td 
"ti .-+- 

~~ 
"'d .-+- Q.. z er P. t: 0 § ,::::: ..... :;,;--' "ti .-+- ('b "'d r+ Cil (D 'O C"Jl (b > :;a Cil ::i 

~~ 
tO (1) g. ::i 

~ 
- ~(1)'0'< 

~ o[§° OS§~ (1) s ~ § z o: ;;· ~ § ? Sl,) Sl,) ~ z r.r, ~ 
-0 ~ o--3 

trl o--3 ""O'O :;,;--- (.,.) ;g to c, :,;;-- -0 "'d ~ • tJ:J ;8§ g-};~ ('b (1) -0 § 
~ 

9 to {I) o ::0 z ~ssg-~~ s :;,;--' :;,;--' c O o..== "'1 Sl,) a Q.. 
...... 

,::: ~ §. 0 0 - 0,:: UJ "'1 (1) (D (l)C'Df}I: 

§§-§ s: @~ § "'d g'SJg ~~o ~ :::i ~-~: e; 
tJ:J ...... -~(!)-~ ~ r+ ~ = o--3 2° § 
~ 

..... :,;;-- (D 

~ 
r+ § § r+ O'Q tJ:J "'1 C/J r+ "tls§.~no: (1) §. :,;;-- ('b ~ ~ - 8 r+ s - z e.9 c:::: ,c:: i:: s .... 0 

s ~ ! s ~ § Sl,) ..... 

~ 
0 .......... ~ Sl,) 

z {I) 
&,· § § en ....,:: 'O Q.. 

~ 
> "'1 

"O'"'·C'Do 0 ..... 'O ..... (1) 0"C (1) Cll r+ .-+- --a z ~ gp ('b :;,;--' ('b z 0 ~ ~ 
~ 

r+ 
Sl,) - :,;;-- ,c:: Sl,) 
O" ~ ~si 'O :g (l) Sl,) en r+ .... z :,;;-- s:: Cf) cr' (/) 

§ g ~ t) 
~ 

] § ::0 ~= c:::: 
Sl,) § ~ c:::: 0 ~ p. - 0 ,c:: c 

Q.. r+ Sl,) ('b ::::! Q.. = > §? § 
.. 

~ >- § ;;· ('b § § § § § O'Q ..... C"Jl z - ::c 
2- ~ ~~ w OJ OJ >- >- "' o Sl,) s :g '"O .e:_ s g' ,::::: -0 

~ Sl,) 'O Sl,) trl tJ:J 
('b r+ ~ 0 0 
2° § (b >- >- 
"'1 - ::s 
~ - 0 
Sl,) "'d 

0 

..... 
0 

..... 
(Jl (Jl co tv ..... 

0 0 

...... 
(jl (Jl (JI ...... 

(.,.) 0 

..... ..... 
0 0 ~ (JI 
0 0 

..... ..... ..... 
(JI 0 (jl 

..... ..... 
tv 0 

..... - lv 0 



Iv 
CJl 

~ 
0 (/1 

w 
(/1 0 ow ..... 

U1 
-+:> 
0 

~ 
0 CJl 

(.,.) 
0 
\0 

Iv 
CJl 

..... 
CJ1 (J1 

w 
(J1 0 
Ot-A 

'° 
w 
0 
0 

OI 
0 
0 

..... 
0 

I-' w 
CJl O 
O w .... 

..... 
0 

I-' 
0 
(.,.) 

I-' 
0 
0 

CJl CJ1 

'"'d 
0 c > 

• 

• 



Ii,) 
0 .... 
,0 

w 
0 

CJ1 ~ 
0 

~ 
CJ1 
0 

w 
0 
ID 

°' ...... 
00 

<.n ...... 
en 

w 
0 
0 

w 
0 °' 0 

0 
CJ1 
0 
0 

...... ID 
0 

ID 
0 

...... 
0 w 

...... 
0 w 

.... 
0 
0 

...... 
0 
0 

...... 

;3 
a .... 
C/l 

• 
• 



Ill 
0 
Ill ..... 

..... 

..... 

,..., (/1 
0 

....... ..... - U1 
0 - 

..... - 
....... ....... U1 

0 - 

- - v,) 
0 

~ -· (/) 

0 ...... z 
U) 
0 
U) 
"'tl 

~ 

::i" 
~ .... - 

• • • • • 



I I 

CJ1 
()1 
0 
0 - 0 

~ 
C/1 
0 

C/1 
0\ 
C/1 

CJl °' 0 
0 

0\ 
C/1 

,_. 
0 - CJl 

0 
0 

CJl 
0 - 0 

0 
-..] 
0 

,_. 
0 

-..] 
0 

~ (.,.) 

(.,.) 0 
0 

- tv 
0 

- 0 
0 - 0 

:>< - (.,.) 0 
0 (.,.) 

lo) 
0 ... 
IO 

- 0 
0 - 0 

0 
0\ 
0 

>< - (.,.) 0 oO 

- - (.,.) 
- 0 
(.,.) 

0 - ~ 
U) 
0 en 
'"Cl 

~ 

!2 z 
(/) 
0 en 
"'O 
"'O 
@ 

tj z 
U) 
0 
(/) 
"'O 

~ 

>< - (.,.) 0 oO 

'? 
II 

CJl 
0 
0 
0 

0 
t; 

~ 
(7Q 

• 

• • 



..... 
0 

CJl 
0 

..... 
C/1 

CJl 

...... 
0 

CJl 
0 

CJl 

(/1 
0 

..... 
0 

..... 
CJl CJl 

...... 
0 
0 

..... 
0 
0 

..... 

...... - w 

co w 00 
o.-. 
0 '° 

- Iv 
0 

...... 
tv 
0 

...... 

0 
"'O 
0 



CJl 
I.O 

I-' 
00 
0 

tv 
0 
tv 

tv 
0 
0 

--.J 
0 

I.O 
0 

I.O 
0 

I.O 
0 

..... 
0 
0 

- 0 - ...... 
0 ..... 

...... 
0 ...... 

I-' 
0 
0 

tv 
CJl 

...... 
0 
0 

...... 
0 
0 

...... 
0 
0 

tv 
0 

tJ z 
(./) 
0 o: 
""O 

~ 



i 

.... 
C.v 
CJ1 
0 

...... 
U1 ...... 
U1 

...... 
U1 

CJ1 
0 

...... 
CJ1 

...... 
U1 
0 
0 

CJ1 
0 

...... 
CJ1 

.c 
0 

...... 
0 
0 

...... 
0 
0 

.... 
0 
0 

...... ...... 
C.v 

,.... 
0 

...... 
...... 
C.v 

...... 

...... 
U1 

...... 
0 
0 

...... 
0 
0 

• 

tv 
0 

~ 
0 



- - 0 
~ 
0 
0 
0 

~ 
0 
0 
0 

- 0 
0 - 0 

0 
- 0 

- 0 - 0 

- 0 
- 0 
0 
0 
0 

- 0 
0 
0 
0 

- 0 
0 

- - w 

- Iv 
0 

- - - -c 
0 

~ 
0 

- 0 - - 0 - 
- - 0 

0 - 0 
0 

Iv 
0 

CJ1 
0 



Iv 
0 
0 

~ 
0 
0 

..... 
(Jl 
0 

..... 
0 
0 

..... 
0 
0 

~ 
0 
0 

(J1 
0 
0 

(Jl 
0 

'1 
(J1 
0 

--.J 
oi 
0 

CJl 
0 

CJl 
0 

..... 

0 - z 
Cl) 
0 
Cl) 

~ :,::: 
O:l 

o - z 
Cl) 
0 
Cl) 
'"'O 

~ 
Cl:J 

g 
z 
Cl) 
0 
Cl) .,, 
'"'O 
@ 

• 

..... 
(Jl 
0 

CTI 

• • 



"1 - ::i;--tvo - tv (b ~~ tv 
0 (1Q Os 0 

tv'O 
tv "1 - O'I O - - p;-- ~ - w ~ a w 

tv "O o,; - 00 - 0 (IQ 0 
0 p;-- "1 0 ~ s 

tv 
tv ~ ~ 0 
0 0 

0 

tv 
tv tv 
tv °' O'I 0 

0 

tv 
tv 
0 

0 0 
0 0 

0 

()I 
I\:) 

• • 
'"C p.. :,:;- ..... "1 
(b s= (b (b (b - ::,3SC/) ..., 
~ ..... O" 'O ;; p.l p.l p.l O 
(/J c,; CJQ ::, 
§ J:'<p.iCll 

(/J e; ~ ii p., 
; ~ (1Q § p.l $),) (b 

M ::, 

(JJ ~ 
....... 

o, g "1 

§[~ 
..... p. 

~ 
(. l § 0 

0. I i:: ::s 
() 

iu. 
•t ~ ,is ei (IJ .s s a Clll 

p.l 

(() I c:, 

I ... 

!/) ::, o ..., 
I'll - (b ,. 

C/) l'I ... 
!I,) p.l c.. 2: 'lj - ~to g: - = 8 t! $: 

"1 
1) g. ! ''O 
IJ p.l 

i; 
•JI gi ·::> 

~~ ;~ 
II) 

)l 0 ·::> ... 
'° ~ 

I 
·)l ~ 1 !I 
o 

~ s: 
~ IS 

II) I :.n 0 :, II) ... 
w - 0 o ... 
'° :: -o 
§ t 

id . - i9 ::> g l~ 
- i-1 w Ii; - 0 ::, II) .... 


